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BUPATI PINRANO 
PROVINS! SULAWESI SELA.TAN 

PERATURAN BUPATI PINRANO 
NOMOR 5] Tit.Mt.t,t '°" 

TENT ANO 

PELAYANAN ANAK KORBAN, ANAK SAKSI, 

DAN/ATAU PELAKU KEKERASAN ANAK 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 Ayat (4) 
Pero.turan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Anak 

Korban, Anak Saksi, dan/atau Pclaku Kekerasan Anak; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenumg 
Pembentukan Daerah Tingkat Tl D1 Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
2. Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik 

Indonesia Nomor 3019] sc:bagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ataa Undang-Undang Nomor 1974 lentang 
perkewinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor6401); 
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Mengmgat 

Kesc:jahteraan Anak (Lembaran Negara Republik' 
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tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Anak 

Korban, Anak Saksi, dan/atau Pclaku Kekerasan Anak; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tenumg 
Pembentukan Daerah Tingkat Tl D1 Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 
2. Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik 

Indonesia Nomor 3019] sc:bagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ataa Undang-Undang Nomor 1974 lentang 
perkewinen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor6401); 
3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Mengmgat 

Kesc:jahteraan Anak (Lembaran Negara Republik' 



Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk Indonesia 3143); 

4. Undang·Undang Nomor 20 Tahun 1999 lentang 
Pengesahan IL.0 Convention Nomor 138 Concerning 

Mimmum Age for Admission to Employment (Kovensi IW 

mengenai Usta Minimum untuk Diperbolehkan Bekerjal 

(Lembe..ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

56, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

38351; 

5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asa.11 

Manusia (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

diubah bebempa kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor l Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6842), 

1. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tarnbahan Lembaran Negara Repub!Lk Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang 

Penghapusan Kekerasan Dalrun Ru mah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 l 

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republlk Indonesia 3143); 

4. Undang·Undang Nomor 20 Tahun 1999 lentang 
Pengesahan IL.0 Convention Nomor 138 Concerning 

Mimmum Age for Admission to Employment (Kovensi IW 

mengenai Usta Minimum untuk Diperbolehkan Bekerjal 

(Lembe..ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

56, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

38351; 

5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asa.11 

Manusia (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

diubah bebempa kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor l Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6842), 

1. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Penggantt Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tarnbahan Lembaran Negara Repub!Lk Indonesia 
Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ten tang 

Penghapusan Kekerasan Dalrun Ru mah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 l 



Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44191, 

9. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perhndungan Anak Sakai dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor l Tahun 2023 tentang Kltab 

Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan 
Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 

IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneeia 
Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang­ 
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor l, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 
I 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Keeejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah 

drubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Pekerja Sosial (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Penmdang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah bebenlpa kah tera.khir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 44191, 

9. Undang·Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perhndungan Anak Sakai dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor l Tahun 2023 tentang Kltab 

Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan 
Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 

IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneeia 
Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor I Tahun 2023 tentang Kitab Undang­ 
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor l, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 
I 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Keeejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah 

drubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Pekerja Sosial (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Penmdang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah bebenlpa kah tera.khir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan 



Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 68011; 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 

Jndoneiaa Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5332); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kall terakh1r dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
15. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6792); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang 

Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704); 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Plnrang Tahun 2020 Nomor 4): 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Plnrang Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ! 

Undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembe.ran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 68011; 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
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Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
15. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6792); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
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Oaerah {Lembaran Daerah Kabupaten Pmrang Tahun 
2020 Nomor 6); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Perhndungan Anak Dari Kekerasan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pin rang Tahun 2021 Nomor 
6). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATIJRAN BUPATI PINRANO TENT ANG PELA YANAN 
ANAK KORBAN, ANAK SAKSI, DAN/ATAU PELA.KU 
KEKERASAN ANAK 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupatr sebagru unsur penye\enggara 

pemerintah daerah yang memimpm pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Bupe.ti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalaJTI 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kcwcnangan 
daerah 

5. Anak adalah seseorang yang belum beruata 18 (dclapan belas) 
tahun, tennasuk anak yang maarh dalarn kandungan. 

6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dape.t hidup, tumbuh, 
bcrkemba.ng, dan berpartisipasi, secara optimal seauai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, sena mendapat pcrlmdungan 
dari kekcrasan clan diskriminas1 

7. Hak Anak adalah bagian dari hak ase.si manusiayang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipcnuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

\ pcmerin tab dan Negara. 
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Bupe.ti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalaJTI 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kcwcnangan 
daerah 

5. Anak adalah seseorang yang belum beruata 18 (dclapan belas) 
tahun, tennasuk anak yang maarh dalarn kandungan. 

6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 
dan melindungi anak dan hak-haknya agar dape.t hidup, tumbuh, 
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dari kekcrasan clan diskriminas1 
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\ pcmerin tab dan Negara. 



8. Kcluarga adalah umt terkecil dalam masyarakat yang tcrdui dari 
suami istri, suami istn dan anaknya, atau a,yah dan anaknya, atau 
ibu dan anaknya, atau kclua.rga sedarah dalam garis lurus ke atas 
atau kebawah sampai dcngan dcrajat kctiga. 

9. Orang tua adalah Ayah dan/atau !bu kandung, a.tau ayah dan/atau 
ibu tiri, a.tau ayah dan/atau ibu angkaL 

JO. Wali adalah orang atau badan yang dalam kcnyataannya 
mcnjalankan kckuasaan asuh scbagai orang tua tcrhadap anak. 

11. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya 
disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang 
berhadapan dengan hukum, Anak dari kclompok mmontas dan 
terisolasi, Anak yang dicksploitas1 sccara ckonomi dan/atau 
scksual, Anak yang menjadi korban pcnyalahgunaan narkouka, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi 
korban pomografi, Anak dcngan HIV/AIDS, Anak korban 
penculikan, peajualan, dan/atau perdagangan, Anak Korban fisik 
dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban 
Janngan terorismc, Anak penyandang disabilitas, Anak korban 
perlakuan salah dan pcnclantaran, Anak dcngan perilaku !JOsial 
mcnyimpang, dan Anak yang mcnjadi korban stigmatisasi dari 
pclabclan terkait dcngan kondis1 orang tuanya 

12. Masyarakat adalah pcrseorangan, keluarga, kc!ompok, dan 
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

13 Kckcras.an adalah setiap pcrbuatan yang mcngakibatkan 
kescngsaraan atau pcndcntaan baik fisik, menial, seksual, dan 
ekonomi. 

14. Perdagangan orang adalah tindakan pcrekrutan. pcnganglrutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
scseorsng dcngan ancaman kekcrasan, penggunaan kckcrasan, 
penculikan, penyekapan. pemalauan, pcnipuan, penyalahgunaan 
kckuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayanan a.tau manfaat, schingga mcmperoleh persetujuan dan 
orang yang mcmegang kcndali atas orang Jain tcrsebut, baik yang 
dilakukan di dalarn negara maupun antar negara, untuk tujuan 
cksploitasi atau mengakibatkan orang tcreksploitasi. \ 

8. Kcluarga adalah umt terkecil dalam masyarakat yang tcrdui dari 
suami istri, suami istn dan anaknya, atau a,yah dan anaknya, atau 
ibu dan anaknya, atau kclua.rga sedarah dalam garis lurus ke atas 
atau kebawah sampai dcngan dcrajat kctiga. 

9. Orang tua adalah Ayah dan/atau !bu kandung, a.tau ayah dan/atau 
ibu tiri, a.tau ayah dan/atau ibu angkaL 

JO. Wali adalah orang atau badan yang dalam kcnyataannya 
mcnjalankan kckuasaan asuh scbagai orang tua tcrhadap anak. 

11. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang selanjutnya 
disingkat AMPK adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang 
berhadapan dengan hukum, Anak dari kclompok mmontas dan 
terisolasi, Anak yang dicksploitas1 sccara ckonomi dan/atau 
scksual, Anak yang menjadi korban pcnyalahgunaan narkouka, 
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi 
korban pomografi, Anak dcngan HIV/AIDS, Anak korban 
penculikan, peajualan, dan/atau perdagangan, Anak Korban fisik 
dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban 
Janngan terorismc, Anak penyandang disabilitas, Anak korban 
perlakuan salah dan pcnclantaran, Anak dcngan perilaku !JOsial 
mcnyimpang, dan Anak yang mcnjadi korban stigmatisasi dari 
pclabclan terkait dcngan kondis1 orang tuanya 

12. Masyarakat adalah pcrseorangan, keluarga, kc!ompok, dan 
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

13 Kckcras.an adalah setiap pcrbuatan yang mcngakibatkan 
kescngsaraan atau pcndcntaan baik fisik, menial, seksual, dan 
ekonomi. 

14. Perdagangan orang adalah tindakan pcrekrutan. pcnganglrutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
scseorsng dcngan ancaman kekcrasan, penggunaan kckcrasan, 
penculikan, penyekapan. pemalauan, pcnipuan, penyalahgunaan 
kckuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
bayanan a.tau manfaat, schingga mcmperoleh persetujuan dan 
orang yang mcmegang kcndali atas orang Jain tcrsebut, baik yang 
dilakukan di dalarn negara maupun antar negara, untuk tujuan 
cksploitasi atau mengakibatkan orang tcreksploitasi. \ 



- 

15. Anak yang Menjadi Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban 

merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun 

yang menga]a.mi penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, termasuk anak 
korban perkawman anak dan pekerja anak. 

16. Anak yang Menjadi Anak Saksi Tindak Pidana yang se!anjutnya 
disebut Anak Sa.ksi adalah anak yang bclum berumur 18 (delapan 
belas) lahun yang dapat membcrikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaa.n di sidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dtlihat, dan/atau 
dialaminya sendiri. 

I 7. Pelaku Kekerasan Anak yang selanjutnya disc but Pelaku Anak 

adalah anak yang melakukan scgala bentuk kekeraaa.n. 
I 8. Fasilitas Lay an an Kesehatan Daerah :,elanjutnya disebut F'asyankes 

Daerah adalah fasilitas yang disiapkan daerah untuk membenkan 

layanan keaehatan yang dapat berupa puskcsmas maupun rumah 
sakit dacrah. 

19 Kcadilan Restoratif adalah penyclesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan Pelaku Anak, korban, keluarga Pelaku 

Anak/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bcrsama-sama 
mencari penyelesaian yang adil dcngan menekankan pcmulihan 
kembah pada kcadaan scmula, dan bukan pembalaaan. 

20. Pcrlindungan Anak Tcrpadu Berbasis Masyarakat sclanjutnya 
disingkat PATBM adalah scbuah gcrakan dari jaringan at.au 

kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bckerja secara 
terkoordinasi untuk mcncapai tujuan perlindungan anak. 

21 Unit Pclayanan Terpe.du Dae-rah Perlindungan Perempuan dan Anak 

yang sclanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana tekms 

daerah yang dibcntuk dalam mcmberikan layanan bagi percmpuan 
dan anak yang mengalami kekerasan, disknminasi, perlmdungan ! khusus, dan masalah lamnya. 

- 
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dan anak yang mengalami kekerasan, disknminasi, perlmdungan ! khusus, dan masalah lamnya. 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal ' 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk membenkan pedoman bag! 
Pemerintah Dacrah dan pihak tcrkait dalam rangka pelayanan Anak Korban, 
Anak Saksr, dan/atau Pelaku A.nak. 

Pasal 3 
Tujuan dnetapkannya Peraturan Bupati ini mcliputi. 
a. Menghapus segala bentuk kekerasan dan ekepjcrtaei tcrhadap Anak; 
b. Mclindungi dan mcmberikan rasa aman bagi Anak; dan 
c. Memberikan pelayanan kepada Anak Korban, Anak Saksi, dan Pelaku Anak. 

BAB Ill 

RUANO UNGKUP 

Pa!lai 4 

Ruang Llngkup yang diatur dalam pcraturan Bupeti ini mcliputi tata cara 
pelayanan dan penanganan tcrhadap Anak Korban, Anak Anak Saksi dan/atau 
Pelaku Anak yang tcrdiri atas: 
a. prinsip, Hak Anak dalam perhndungan, dan layanan Perlmdungan Anak di 

Daerah; 
b. pelayanan pengaduan; 
c. pclayanan kcschatan; 
d. pelayanan pendidikan; 
c. pelayanan pemberian bantun hukum; 
f. pclayanan bantuan mcd1kolegal; 
g. pelayanan idcntifikasi; 
h. pelayanan psikologis: 
1. pclyananan rehabilitaat dan reintegrasi sosief 
J. pelayanan mcdiasi: 
k. pembinaan dan pcngawas.an. ! 
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BAB JV 

PRINSIP, HAK ANAK DAI.AM PERLINDUNOAN, DAN LAYANAN 

PERUNDUNGAN ANAK OJ OAERAH 

Bagian Kesatu 

Prinsip 

Pa,aJS 

Pelayanan dan penanganan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau 
Pclaku Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip; 
a. ncndiakrimtnasr; 
b. kepentingan yang terbark bagi anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsunga.n hidup, dan perkembangan; dan 
d. pcng.hargaan terhadap pendapat anak. 

Bagian Kcdua 

Hak Anak dalam Perlindungan 

Pasal 6 

(I) Senap Anak Korba.n, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak berhak 
memperoleh perHndungan dalam pclayanan dan pcnanganannya. 

(2) Anak Korban dan Anak Saksi berhak: 

a. mempcro\eh perlindungan etas keamanan pribadi, Ke!uarga, dan hana 

bendanya, aerta bebas dan ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang aka.n, scdang, atau telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memtlih dan menentukan bentuk pcrlindungan 
clan dukungan keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. mendapat penerjemah; 
e. bebas dari pemyataan yang menjerat; 
f. mendapat informasi mengenai pcrkembangan kasus; 
g. mendapat informasi mcngenai putusan pengadilan; 
h. mendapat informasi dalam hal pc\aku dibebaskan; 
i. dirahas1akan identita.anya; 
J. mendapat nasihat hukum; dan 
k. mendapat pendampmgan. 

I 

BAB JV 

PRINSIP, HAK ANAK DAI.AM PERLINDUNOAN, DAN LAYANAN 

PERUNDUNGAN ANAK OJ OAERAH 

Bagian Kesatu 

Prinsip 

Pa,aJS 

Pelayanan dan penanganan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau 
Pclaku Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip; 
a. ncndiakrimtnasr; 
b. kepentingan yang terbark bagi anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsunga.n hidup, dan perkembangan; dan 
d. pcng.hargaan terhadap pendapat anak. 

Bagian Kcdua 

Hak Anak dalam Perlindungan 

Pasal 6 

(I) Senap Anak Korba.n, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak berhak 
memperoleh perHndungan dalam pclayanan dan pcnanganannya. 

(2) Anak Korban dan Anak Saksi berhak: 

a. mempcro\eh perlindungan etas keamanan pribadi, Ke!uarga, dan hana 

bendanya, aerta bebas dan ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 
yang aka.n, scdang, atau telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memtlih dan menentukan bentuk pcrlindungan 
clan dukungan keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 
d. mendapat penerjemah; 
e. bebas dari pemyataan yang menjerat; 
f. mendapat informasi mengenai pcrkembangan kasus; 
g. mendapat informasi mcngenai putusan pengadilan; 
h. mendapat informasi dalam hal pc\aku dibebaskan; 
i. dirahas1akan identita.anya; 
J. mendapat nasihat hukum; dan 
k. mendapat pendampmgan. 

I 



(3) Pelaku Anak berhak: 

a. diberlakukan secara manusiawi dengan mempcrhatikan kcbutuhan 
sesuai dengan umumya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa; 
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 
e tidak ditangkap, dttahan, atau dtpenjara, kecuali sebagru upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
r. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak 

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 
g. tidak dipublikasikan idenutasnya; 
h. mcmperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya 

oleh anak; 
1. memperoleh advokasi sosial; 
J. memperoleh aksesibilita.s, terutama bagi anak cacat; 
k. memperoleh pendidikan; 
I. memperoleh pelsyanan kcsehatan; dan 
m. mcmperoleh hak lain sesuru dcngan kctentuan perundang·undangan. 

(4) Hak ecbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (21 diberikan kcpada Anak 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5] DalaJn hal Anak Korban clan Pelaku Anak mengadu pada aaat yang 
beraamaan, maka Anak Korban menjadt prioritas terlebih dahulu. 

Bagian Ketiga 
l.ayanan Perlindungan Anak di Daerah 

Pasal 7 
(1) La.yanan Perlindungan Anak d1 Daerah dilaksanakan pada tlngkatan 

desa/kclurahan, kecamatan dan kabupaten 
(2) Penyelcnggaraan fungsi layanan Perlindungan Anak pada tingkatan 

desa/kelurahan dilaksanakan o\eh PATBM bekerja sama dengan 
pemerintah desa meliputi: 
a. penerimaan pengaduan; 
b penanganan kasus sccara mediasi; dan 
c. merujuk kasus kc UPTD PPA. ! 
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(3) Pcnyelenggaraan fungsi Jayanan Pcrlindungan Anak pada tmgkatan 
kecamatan dilaksanakan oleh kecamatan meliputi: 
a. pembuatan mckaniame respone ccpat penanganan kasus kckeraaan 

terhadap Anak; 
b, penerunaan pcngaduan; 
c. penanganan kasus seca.ra mcdiasi; dan 
d. merujuk kasus kc UPTD PPA. 

(4) Penyelcnggaraan fungsi layanan Perlmdungan Anak pada tingkatan 
kabupatcn dilaksanakan oleh UPTD PPA mcliputi: 
a. pcngaduan masyarakat; 
b. penjangkauan korban; 
,. pengelolaan kasus; 
d. penampungan sementara; 

•• mcdiasi; dan 
r. pcndampmgan korban. 

{5) Apabila diperlukan layanan rujukan untuk Anak, maka UPrD PPA dapat 
berkoordinasi dcngan pihak terkait lainnya untuk meajamin terpcnuhinya 
hak perlindungan khusus anak 

(6) Ketentuan lcbih lanjut tcTkait dengan UPTD PPA diatur dalam Pcraturan 
Bupati tersendiri. 

BABV 
PELA.YANAN PENGADUAN 

"""'" 8 
(1) Pemerintah Daerah menycdiakan fasi!Jtas dan menyelenggarakan upaya 

pcnerimaan pcngaduan untuk Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pclaku 
Anak, tennasuk se\uruh AMPK. 

(2) Pcngaduan merupakan layanan penerimaan laporan masyarakat terkait 
dengan kasus kckerasan terhadap Anak, baik IICCara \angsung atau tidak 
langsung. 

(3) Pengaduan dilakukan oleh indivrdu atau masyarakat yang mengetahm 
adanya dugaan masaJah kekernsan, disknminasi, perlindungan khusus, 
dan mo.salah lainnya yang dialami olch Anak yang bcrada di Daerah. 

(4) Dalam melakukan pcngaduan, Anak berhak didampingi oleh keluarga 
dan/atau orang tua, serta orang Jain yang dipercayai oleh Anak. I 
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BAB VJ 
PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 9 

(l) Pemenntah Oaerah menycdiakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya 
kesehatan secara cepat, akurat, komprehensif, clan terintegram terhadap 
Anak Korban, Anak Sakei, dan/atau Pelaku Anak. 

(2) Pelayanan kesehalan begi Anak dliaksa.nakan oleh Fasyankes Oaerah dan 
UPrD PPA. 

(Jf Fasyankes Daerah bertugas mcmberikan layanan kesehatan bttupa 
anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, !lerta tata laksana 
med.is dan mcdiko!egal. 

(4) UPrD PPA bertugaa dalam memberikan pendampingan layanan kcsehatan 

berupa mcmfasilitasi akses Jayanan kesehatan serta mendampingi Anak 
saat menJalani prosesnya serta memastikan layanan diberikan dengan 
ramah Anak. 

BAB VI! 

PELI\YANAN PENOTDIKAN 

Pasa.J JO 

(1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan hak pendidikan kepada Anak 
Korban, Anak Saks1, dan/atau Pelaku Anak. 

(2) Setiap Anak Korban dan Anak Saksi berhak untuk tetap melanjutkan 
pendidrkan tan pa adanya etigmatisaei dan diakriminas1 dari pihak manapun, 
baik sebelum, selama, dan setelah kasus kekerasa.n berproses pada tahspan 
peraddan. 

(3) Pemerintah Daerah menycdiakan fasihtas dan/atau bimbingan pendidikan 
bagi Pelaku Anak baik secara formal maupun informal. 

(4) Fasilitas dan/atau bimbingan sebagaunana drmakaud dalam ayat (3) 
diselenggarakan olch PO yang melaksa.nakan tugas dalam bidang 
pendrdfken bekerja sama dengan PD yang melaksa.nakan tugas dalam 
bidang Perlindungan Anak di Daerah. 

BAB VIII 

BANTUAN HUKUM 

Pasal 11 
jIJ Bantuan hukum merupakan layanan yang diberikan untuk mengakscs 

layanan hukum yang diperlukan oleh Anak Korban, Anak Sakai, dan/atau 
Pelaku Anak. I 
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(2) Bantuan hukum dibcrikan baik di luar maupun sclama proses pcradilan, 

dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bag1 Anak. 

(3) Bantuan hukum dapat dibcrikan baik oleh UPTD PPA, maupun \embaga 

masyarakat yang bekerja di b1dang hukum. 

BABIX 
BANTUAN MEDIKOLEGAL 

Pasal 12 

(I) Bantuan medikolegal merupakan layanan untuk mencari bukti tanda­ 
tanda kekerasan untuk kepcntingan peradilan. 

(2) Bantuan medikolegal dilak.sanakan oleh Fasyankes Daerah dan UPTO PPA. 

(3) Fasyankes Daerah bcnugas membcnkan bantuan medikolegal untuk 

memperjelas atau membcri keterangan terhadap kasus Anak sedang 

bcrproses dalam tahapan peradilan. 

(4) Ul7TD PPA bertugas dalam membcrikan pendampmgan dalam proses 

pelaksanaan medikolegal bag! Anak. 

BABX 
PELAYANAN IDENTIFIKASI 

Pa88.l 13 

(1) ldentifikasi merupakan bentuk pclayanan yang dibenkan untuk 

mengidentifikasi kasus, kewenanganan kasus dan tmgkat reexc kasus 

pada saat menerima pengaduan. 

(2) ldentifikasi kasus merupakan identifikas1 untuk mengetahui klasifikasi 
kasus, tennasuk menentukan kasus scbagai kasus kekerasan dan mencari 

tahu kondisi khusus Anak. 
(3) ldentifikasi kewenangan kasus merupakan identifikasi untuk mengetahui 

kev,·enangan pcngelolaan kasus bcrada di De.erah dengan melihat tempat 

kejadian kasus, asa.l Anal< dan kcndiai kedaruratan dan jarak akscs 

Jayanan pcrlindungan. 
(4) ldenufikasi tingkat rcsiko kasus terdiri atas identifikasi kasus di 

risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rcndah. 
"° ••.•. I 
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Pasal 12 
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BABXI 

PELAYANAN PS!KOLOGIS 

Pasal 14 

(I) Pclayanan psikologis merupakan layanan yang diberikan untuk 
mengetahui sena mcnanganani kondisi psikologis Anak Korban, Anak 
Saksi, dan/atau Pelaku Anak. 

(2) Pelayanan psikologts dilaksanakan oleh Fasyankes Daerah dan UPTD PPA. 
(3) Fasyankes Daerah benugas memberikan layanan penange.nan psikologrs. 

lanjut untuk Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak. 
(4) UPTD PPA benugas dalam melakukan asesmen biopsikososial, termasuk 

kondisi psikologis awal dan memberikan kon seling awal terhadap Anak 
Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak. 

BAB XII 

PELAYANAN REHABILITASI DAN RE!NTEORASI SOSIAL 

Bagian Kesa.tu 

Rehabrlitast Sooial 

Pasal 15 

{\) Rehabilitasi so&1al adalah proses refungsionalisa.si dan pengembangan 
untuk memungkinkan Anak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara 
wajar dalam kehrdupan masyarakat. 

(2) Pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan oleh PD yang melaksanakan tugas 
dalam bidang sos.ial. 

(3) Pclayanan rehabilitasi sosial juga dilakukan oleh UPTD PPA dalam bentuk 
pendampingan dalam proses rehabilitasi sosial. 

Bagian Kedua 

Reintegrasi Sosial 

Pasal 16 

(1) Reintegrasi sosia.l merupakan proses penyiapan Anak untuk dapat kembali 
ke dalam lingkungan keluarga/keluarga pengganti dan masyarakat. 

\2) Pelayanan reinlegraai !IOaial drtakukan oleh PD yang melaksanakan tugaa 
dalam bidang sosial. 

(3) Pelayanan reintegrasi aoaial juga dilakukan oleh UPTD PPA dalam bentuk J 
pendampingan dalam preses reintegrasi 808181. r 
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BAB XIII 

MEDIAS I 

Pasal 17 
(1) Mcdiasi merupakan fungsi layanan dengan cara penyelesaian sengketa 

mclalui preses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pthak 
dengan dibe.ntu oleh mediator. 

{2) Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadtlan. 
(3) Mediasi di lua.r pengadilan dtlakukan untuk penyelesaian kasus tindak 

pidana ringan maupun perdata yang melibatkan pare pihak yaitu Anak 
Korban dan Pelaku Anak beserta keluarganya, pendamping Anak Korban 
atau kuasa hukum para pihak, dan perwakilan tokoh masyarakat. 

(4) Mediasi di dalam pengadtlan dilaksanakan melalui prin&p keadilan 
reetcrsnr eesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan. 

BAB XIV 

PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

(I) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan petayanan 
terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan/atau Pelaku Anak. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pedoman dan atandar pemenuhan, 
b. bimbinga.n teknls clan pelatihan; 
c. penyediaan fasilitas; 
d. pemantauan; dan 

e. evaluasi 

(3) Pengawasan sebagairnana dirnaksud pad a ayat (I), dilakukan dengan 
prinsip: 
a. profesional; 

b. transparan; dan 
c. akuntabel. 

Pasal 19 

Pcrnbinaan dan pengawasan sebagaimana dirnaksud dalam Pata! 18 ayat (2) 
dan ayat (3] dilakukan dalarn rangka mewujudkan tujuan pelayanan terhadap 
Anak Korban, Anak Saksi dan/atau Pelaku Anak sesuai standar pelayanan 
minimal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang·undangan. f 
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BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peratumn Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar 8Ctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupe.ti ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang 

Oitetapkan di Pinrang 
pada tanggal » tb.titnPll �:1.3 
BUPATI PINRANG 

!�MID 

..._.. Dlundan n di Pinrang pada tanggal 
DAERAH KABUPATEN PINRANG 

A. CALO ERRANG 

BERITA AERAH KABUPATEN PlNRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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